BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 52/1/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a.bahwa dalam konteks pembangunan, penyusunan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) merupakan salah satu bagian penting yang
berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan
pelaksanaan pembangunan daerah selama dua puluh
tahun mendatang dan untuk terwujudnya keselasaran
RPJPD dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat serta memenuhi
kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
dipandang perlu melibatkan Tenaga Ahli dalam
penyusunan RPJPD dimaksud,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli yang
mempunyai keahlian dalam penyusunan RPJPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tantang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kepulauan = Selayar Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

13. Peraturan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Nomor 748);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas :
a. melakukan pendampingan dalam penyusunan Rancangan
Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
b. mengarahkan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
c. menjadi narasumber dalam pelaksanaan konsultasi publik
Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
d. ikut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045; dan
e. melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Kepulauan Selayar.
KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Januari 2023,

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

= 1)) | Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 52/1/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA  PEMBANGUNAN  JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

NO. NAMA JABATAN KET.

1. | Dr. Agussalim, S.E., M.Si. | Kepala Divisi = Formulasi
Kebijakan Publik, Peneliti
Senior pada Pusat
Pengembangan Kebijakan
Pembangunan UNHAS

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
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MUH. BASLI ALI
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